BUPATI. BOMBANA

PROVINSE SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR g TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PE;NERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

Menimbang

DP;N‘GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk peningkatan kualitas bidang kearsipan
dalam rangka mendukung sistem pemerintahan
berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan
terekam  dengan ‘baik dan menjadi  bukti
akuntabilitas dan memori kolektif bangsa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis “i‘erin‘tegraiSi, periu menyusun pedoman
penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bombana;

bahwa pedoman penerapan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi sangat dibutuhkan
di Kabupaten Bombana dalam upaya memberi
kepastian, kemudahan, ketertiban, penguatan dan
efektifitas asas penyelenggaraan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.



Mengingat
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Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bombana;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof 6757);



Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Unda_ng—Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021,
Nomor 757);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

IE’ERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
| : .

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adal%lh Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah gDaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur perflyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
i

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

P
otonom Kabjlpaten Bombana;

3. Bupati adalafh Bupati Bombana;

!
.



11.

12.

13.

14.

15.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan |Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan urusan

Pemerin‘ta‘hamI yang menjadi kewenangan Daerah,;

Dinas Perpus;takaan dan Kearsipan yang selanjutnya disingkat DPK
adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana;

Unit Kearsipfan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang
mempunyai tlflgas dan tanggungjawab penyelenggaraan kearsipan.
Kearsipan ada%dah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah [rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media Esesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah
Daerah, Lem‘l:)aga Pendidikan, Perusahaan Organisasi Politik, Organisasi
Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ‘

Arsip Dinamiis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam

kegiatan penci:iptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

. Pencipta arsip adalah pihak-pihak yang mempunyai kemandirian dan
!

otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan zfirsip dinamis. -

Arsip Elektrcf)nik adalah arsip yang diciptakan (dibuat dan diterima)
dalam formaif: elektronik atau arsip hasil alih media dari arsip kertas.
Pedoman Peperapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
yang selanj1§1tnya disebut Pedoman Penerapan SRIKANDI adalah
serangkaian I petunjuk penerapan sistem kearsipan dinamis berbasis
elektronik daflam sistem pemerintahan yang terintegrasi.

Naskah Dinfas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan y:ang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang
di lingkunfgan instansi pemerintah  daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Naskah Dinfas Elektronik adalah informasi yang dibuat dan/atau
diterima oieﬁ pejabat/pimpinan yang berwenang dalam media elektronik
sebagai alat Zkomunikasi kedinasan. ’

Sistem Ele%tronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisi'fs, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
dan/atau mtganyebarkan informasi elektronik.

!
i
!
i

i
f
:



16. Unit Pengolaih adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang
mempunyai ‘?ugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang
berkaitan den;gan kegiatan penciptaan arsip di lingkungan kerjanya.

17. Pemeliharaan Arsip Dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan,
keamanan, dlé.n‘ keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya yang
meliputi kegiiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, Arsip
Inaktif dan Alfih Media Arsip.

18. Pemberkasan: adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan
yang tersus{m secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks
kegiatannya fsehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan
informasi, kefsamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.

19. Alih Media afdalah kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke
media lainny!é). dalam rangka memudahkan akses arsip.

20. Sentral Arsip: Aktif (Central File) adalah tempat penyimpanan Arsip Aktif
yang diranceimg untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, dan
aman.

21.Sentral Ars11:; Inaktif {Record Central) adalah tempat penyimpanan Arsip
Inaktif pada fbangunan yang dirancang untuk penyimpanan arsip.

22. Berkas adal:ah himpunan arsip yang disatukan karena memiliki
keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki
kesamaan jeinis kegiatan/peristiwa dan/atau kesamaan masalah.

23. InfrastruktuI;' adalah kelengkapan sistem pengelolaan arsip Dinamis
Elektronik n*}encakup perangkat lunak (software) dan perangkat keras
{hardware) s:eper'ti komputer serta jaringan telekomunikasi danj/atau

!
sistem komunikasi elektronik.

Pasal 2
(1) Pedoman Penerapan SRIKANDI dimaksudkan untuk memberi kepastian,

kemudahan, | ketertiban, penguatan dan efektifitas asas atas

penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.

{2) Pedoman Pfenerapan SRIKANDI bertujuan untuk mendukung
terselenggarahya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi
umum bida?g kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud

tatakelola pemerintahan yang bersih dan efektif.




BAB II
PEDOMAN PENERAPAN SRIKANDI
Pasal (3) ‘
(1) Pedoman Penerapan SRIKANDI disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. indikator $RIKANDI; dan
b, penerapani SRIKANDI.
{(2) Pedoman Perglerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum ds%dam lampiran yang merupaka bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ir;i berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang :mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan ﬁenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

|
b
i
{

. Ditetapkan di Rumbia,

DARA o0 1UAST | padatanggal, 29 wer 2023
NIT/SK UAN KERJA| PAZAF| 7
N0 U.;al'i/gﬁ UAH KERJA l/l P, BUPATI BOMBANA’

Apatu Ji
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Diundangkan di Rumbia, _
pada tanggal, 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

NI JWIN |-




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM
INFORMASIKEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA

BAB1

INDIKATOR PENERAPAN

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

Kebermanfaatan |sistem dimaknai dengan sejauh mana seseorang atau

suatu entitas percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan
meningkatkan ikinerja pekerjaannya. Sistem diberlakukan guna
mempercepat pekerjaan, meningkatkan  kinerja, meningkatkan
produktivitas, efeiktifitasﬁ, mempermudah pekerjaan dan bermanfaat. Untuk
mencapai tujualf'l tersebut diperlukan beberapa indikator penerapan

SRIKANDI sebagaﬁi berikut:

i

A. Dimensi ‘eknélegi
1. Kualitas Inzformasi

Kualitas Infforrnasi mencakup masalah konten aplikasi. Konten harus
dipersonaliisasi, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman.
SRIKANDI {mampu menampilkan infromasi yang lengkap, relevan,
mudah di:mengerti, dan aman yang merupakan antar muka

SRIKANDI Hengan pengguna.

2. Kualitas Sistem

Kualitas $istem merupakan aspek pelayanan e-goverment dan
diiden”tiikafsikan dalam 4 {empat) dimensi yaitu: kemudahan navigasi,
ketersediaé.n, waktu respon dan keamanan. System Quality
merupakalél tingkat kemampuan ‘sis»tem untuk meningkatkan

kemampuzg.n pengguna mengakses SRIKANDI secara mudah.




Indikatornya adalah:
a. Kemudahan Navigasi

Pengguna mudah dalam melakukan navigasi pada SRIKANDI.
b. Ketersediaan

SRIKANDI tersedia setiap saat ketika dibutuhkan.

c. Waktu Respon

SRIKANDI cepat dalam melakukan respon ketika diakses, serta

memberikan kemudahan akses terhadap situsnya.
|
d. Keamanan

SRIKANEDI aman untuk melakukan pengiriman Naskah Dinas dan

}
Pengelolaan Arsip Dinamis.
B. Dimensi Organisasi
1. Dukungan|Pimpinan

Dukungan| Pimpinan adalah lingkungan kerja yang mencerminkan

sejauh mana atasan dan pimpinan mendorong pekerjaan, inovasi,
meningkatikan keterampilan dan memberikan pengakuan kepada
pegawai 1§1ntuk mendukung penggunaan SRIKANDI. Dukungan
pimpinan atau manajemen puncak memberikan efek yang kuat pada

i
kegunaan sistem. Indikatornya adalah :
a. Penggunaan sistem
Pemimpin seialu memantau tingkat penggunaan SRIKANDI.

b. Evaluasi sistem

Pemimpin memperhatikan  berbagai permasalahan terkait

pengopérasian SRIKANDI.
c. Dukungan

Pemimpian menyediakan dukungan berupa dana untuk

kepentingan operasional SRIKANDI.




d. Implementasi

Pimpinan mendorong penggunaan dan memberikan perhatian
pada kinerja SRIKANDI
E

i

2. Fasilitasi ié’enerapan SRIKANDI

Infrastruké:ur organisasi dan fasilitas teknis yang ada harus dapat
mendukur;lg penggunaan teknologi/sistem misalnya pelatihan

penggunaén pengguna dan komunikasi. Indikatornya adalah:

i

a. Kemampuan

Organisfasi harus mampu menyédiakan fasilitas umum yang
‘ |
dibutuhkan untuk menggunakan SRIKANDI.
z

;
b. Pemberidayaan Akses

=Organisf,asi memberikan kemudahan mengakses terhadap
peralat:an kantor yang dibutuhkan dalam menggunakan
SRIKANDI.

c. Pengetahuan

Péngguna memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan
SRIKANDL.

d. Dukungan yang memadai

Terdapgt staf/arsiparis yang membantu ketika menghadapi
masalah dalam menggunakan SRIKANDI.

C. Dimensi Sumber Daya Manusia
1. Pelatihan Pengguna SRIKANDI

Pelatihan |Pengguna SRIKANDI adalah layanan pendukung bagi
pengguna yang memungkinkan menjalankan tugasnya. Indikatornya
adalah : |

a. Ketersediaan

Instansi memberikan pelatihan bagi seluruh pengguna SRIKANDI.




b. Dukungan

Aersedi—sinya dukungan materi latihan yang memadai selama

pelatiha‘n. Serta terdapat dukungan IT setelah pelatihan.

. Efektivitas hasil pelatihan

Pela‘tiha'n membuat pengguna dapat menggunakan SRIKANDI

secara e[fektif.

2. Kepercayaan Individu

Kepercayaa;n Individu dalam kapasitasnya sendiri untuk

mempengaﬁuhi perilaku tertentu dalam menggunakan SRIKANDI,

indikatornya adalah:

a.

Pengalaman diri

Pengguna nyaman dalam menggunakan SRIKANDI sendiri.

. Kemampuan diri

Pengguqa mudah mengoperasikan peralatan pendukung untuk
menggu%lakan SRIKANDI dengan usahanya sendiri. Mampu
menggu:nakan SRIKANDI meski tidak ada orang yang

]
menun_ngkkan cara menggunakannya.

3. Penerimaan Pengguna SRIKANDI

!

Pengguna |SRIKANDI menilai ada kepentingan yang dirasakan

sehingga berdampak langsung pada penerimaan pengguna terhadap

SRIKANDI,| yaitu sebagai alat untuk mengelola arsip mereka.

Indikatomya »adalah:

a.

Arsip se;bagai Memori Organisasi

E
Pengelol;aan arsip menjadi tanggung jawab setiap orang dalam
iingkun:gan instansi. Menggunakan arsip uniuk mendapatkan
informaisi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Organisasi sangat

bergantlf.lng terhadap arsip untuk mencapai satu atau lebih tujuan.
|

Arsip sebagai Alat Bukti.
|

Arsip ya;ng dikelola dengan baik akan meningkatkan akuntabilitas

. - i . .
kinerja organisasi.
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BAB II

PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

A. Sumber Dayegl
Dalam rangkia menerapkan SRIKANDI diperlukan berbagai sumber daya
kearsipan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber
daya yang ; dibutuhkan sebagai persyaratan untuk menerapkan
SRIKANDI sebagai berikut: |
1. Infrastiruktur ,

a. ’{‘ersedianya jaringan telekomunikasi dan/atau sistem
Igomunikasi elektronik yang merupakan suatu sistem
jiaringan Local Area Network (LAN} atau jejaring nirkabel
(iWireZess Network) yang terkoneksi internet dan dapat
rfnengakses SRIKANDI paday Pusat Data Nasional.

b. iServer merupakan perangkat keras yang menjalankan
aétplikasi Jjaringan telekomonikasi elektronik yang digunakan
1§1ntuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan dan
juga penyimpanan data/dokumen digital.

c. Ii(ofnputer klien merupakan perangkat keras yang terhubung
éiengan jaringan  telekomunikasi dan/atau  sistem
1i<omunikasi elektronik sehinggadapat mengakses SRIKANDI
pada Pusat Data Nasional.

d. iSistem keamanan adalah suatu sistem jaringan
fielekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik yang
:énenjamin infrastruktur aman dari kerusakan, serangan
\%rirus, dan penyalahgunaan sistem.

2. Supra%struktur

Merupiakan serangkaian kelengkapan SRIKANDI yang melingkupi

kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaksana (sumber daya manusia),

serta Iflorma standar prosedur dan kriteri SRIKANDI.

a. i(elembagaan ,

’iI‘ersedianya organisasi kearsipan yang secara fungsi dapat
inelaksanakan penyelenggaraan kearsipan di masing
%en‘cipta Arsip. Keierigkapan fungsi kearsipan pada Pencipta
zi%rsip terdiri dari Unit Pengolah Arsip Aktif dan Unit
;i{earsipan yang mengelola arsip Inaktif sekaligus sebagai

fpenanggung jawab penyelenggaraan kearsipan di Pencipta




}g\rsip.

I;{etatalaksanaan

éroses bisnis pengelolaan 'arsip dinamis sesuai dengan
l?ndang—Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
I%elaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tfentang Kearsipan, khususnya tentang Pengelolaan Arsip
,l;)inamis. Proses bisnis SRIKANDI dilaksanakan secara
Iinutatis mutandi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
iiiiepu“tusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
lerformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang
/fkplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

léelaksana (sumber daya manusia)

1. Pejabat Pimpinan Tinggi

Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan

Pimpinan Tinggi.

N>

Pejabat Administrator

Aparatur Sipil Negara yang memimpin seluruh
kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

3. Pejabat Pengawas

| Aparatur  Sipil Negara yang mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana. '

4. Pejabat Pelaksana

Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan

3. Pejabat Fungsional

Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan
Fungsional pada instansi Pemerintah.

6. Pejabat Fungsional Arsiparis

Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi di
Bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan
serta mempuyai fungsi, tugas dan tanggung jawab

melaksanakan kegiatan kearsipan.




it
—_

10.

12.

13.

15.
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Pengelola Arsip

Adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan/atau
pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas
dan deskripsi.

Pengguna Arsip

Adalah internal organisasi dan antar instansi
pemerintah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuemntasi

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Unit Pengolah atau Unit Kerja

Adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua Arsip yang berkaitan dengan dalam kegiatan
Penciptaan Arsip di lingkungannya.

Sentral Arsip Aktif(Cenirdl File)

Adalah tempat penyimpanan Arsip Aktif yang
diancang untuk penyimpanan Arsip Aktif secara
efisien, efektif, dan aman sesuai standar yang
ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
Unit Kearsipan

Adalah satuan kerja' pada Pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan Kearsipan.

Sentral Arsip Inaktif (Record Center)

Adalah tempat penyimpanan Arsip Inaktif yang
diancang untuk pehyir_npanan Arsip Inaktif secara
efisien, efektif, dan aman sesuai standar yang
ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Adalah kepala Lembaga pemerintah non kementerian
yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan
yang berkedudukan di ibukota negara.

Pimpinan Pencipta Arsip

Adalah pimpinan tertinggi pihak yang memiliki

kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
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tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan
Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kepala Lembaga Kearsipan

ju—y
(o)

Kepala Lembaga Kearsipan terdiri dari Kepala Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana.

d. Norma Standar Prosedur dan Kriteria
]fDalam melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis diperlukan
1:<etersediaan NSPK yang menjadi pedoman dalam proses
’E)isnis Pengelolaan Arsip Dinamis, antara lain:

Tata Naskah Dinas;

Klasifikasi Arsip;

Jadwal Retensi Arsip;

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan

ERLAN S A ~ A

Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.
B. Tahapan Perglerapan |
Pemerintah |Daerah Kabupaten Bombana mendapat dukungan penuh
ANRI dalam hal penerapan SRIKANDI.
1. Persiapan ‘
a. ANRI |melakukan instalasi dan konfigurasi SRIKANDI. Untuk

pelatihan dapat dikases pada laman srikandi. layanan.go.id dan

untuk implementasi dapat diakses pada laman srikandi.arsip.go.id,;
b. Sosialisasi Penerapan aplikasi tersebut dalam lingkungan
perangkat daerah; |
c. Peranigkat Daerah mengakses aplikasi SRIKANDI pada laman
srikar}!di. layanan.go.id untuk melakukan pelatihan secara mandiri;
d. Pelaksanaan fungsi sistem informasi kearsipan dinamis
terintegrasi; '
e. Peninfgkatan kompetensi dan kapasitas para pengelola SRIKANDI,
2. Bimbingae.nKonsultasi ,
a. Pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi penerapan SRIKANDI
sehingga dapat dimanfaatkan di Perangkat Daerah, ‘
b. Peninfgkatan kompetensi dan kapasitas para pengelola SRIKANDI.
3. Penyusu:nan dan pera.ncangank program  bersama dalam
pengemb;angan SRIKANDI sesuai dengan tuntutan perkembangan
teknologi! komunikasi dan informasi.
4. Ketersedliaan helpdesk Nasional SRIKANDI di ANRI yang berfungsi

sebagai jembatan penghubung dalam memecahkan masalah dalam
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penerapan; SRIKANDI. Layanan helpdesk Nasional SRIKANDI dapat

diakses p%da laman kearsipan.arsip.go.id.

Monitoring dan Evaluasi SRIKANDI

a. Da_lami rangka menjamin terselenggaranya penerapan SRIKANDI
pada EPemerintah Daerah kabupaten Bombana, Lembaga
Kearsiiaan Daerah melaksanakan monitoriné dan evaluasi.

b. Monitogring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur pemanfaatan
SRIKA!NDI dalam pengelolaan Arsip Dinamis berbasis elektronik
agar §dapat dikembangkan ke arah kesempurnaan sistem
pemer;inta’nan berbasis elektronik yang terintegrasi.

c. Monit(:)ring dan evaluasi dilakukan melalui berbagai saluran
komurflikasi yang tersedia baik secara berkala maupun insidentil.

d. Perangzgkat Daerah dapat memberikan masukan, saran, kritik yang
membfangun kepada Lembaga Kearsipan Daerah dalam rangka
penge!fnbangan SRIKANDI di Kabupaten Bombana.

i

€. Perangkat Daerah yang tidak menggunakan SRIKANDI menjadi
cata’ta:n khusus dalam penilaian internal.

f. Perangkat Daerah yang menerapkan SRIKANDI secara konsisten
dan berkesmambungan dapat diusulkan untuk meraih
penghargaan dari pemerintah daerah

g. Lembaga Kearsipan Daerah melaporkan pelaksanaan penerapan
SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana
kepada Bupati Bombana.

i
i

. Akses SRIKA'\IDI

a. Infrastruktur SRIKANDI menggunakan teknologi cloud pada Pusat
Data | Nasional. Teknologi ini memudahkan pengguna dalam
mengakses atau menjalankan aplikasi tanpa harus meng-mstall
aphka31,

b.Dalanr} hal penggunaan SRIKANDI, Pemerintah Daerah Kabupaten
Bombiama tidak perlu mempersiapkan server; ,

C. Pembferian akun bimtek SRIKANDI dilakukan setelah Pemerintah
Daerafh Kabupaten Bombana mengajukan permintaan penggunaan
SRIKJ}NDI yvang ditujukan kepada Kepala Arsip Nasional Republik

Indonfesia dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Sekretaris
Daera{h;
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d.Dalam jhal Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana telah memiliki
regulasi berkaitan dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip,
J adwaﬂg Retensi Rasip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip |Dinamis, maka dapat diberikan akun implementasi

SRIKANDIL.

C. Integrasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1.

Sistem pemegrintahan pada intinya adalah pengelolaan informasi dan
Arsip, oleh :;karena itu kegiatan pemerintahan akan bermuara pada
terciptanya :arsip yang dikelola oleh pengguna Sistem Pemerintahan
Berbasis Elefktronik.

Sebagai seb_éuah aplikasi dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elefktronik yang terintegrasi, SRIKANDI dikembangkan secara
bertahap uléltuk dapat diintegrasikan dengan aplikasi umum lainnya
yang digu:nakan oleh Pemerintah Daerah agar penciptaan
Arsip/ infornilasi dapat menjamin keautentikan, keutuhan dan

keierpercayéannya.

. Integrasi :layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
!

merupakan§ proses menghubungkan dan menyatukan beberapa
layanan Siistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ke dalam satu
kesatuan alfur kerja layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Integrasi laiyanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antar
Lembaga N:egara Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri
yang menyejienggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

!
. Layana pubﬁlik berbasis elektronik yang mendukung kegiatan disektor

pendidjkan‘,f pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,
komunikasi: dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan
sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata,
dan sektor§ strategis lainnya harus mempertimbangkan ketentuan
fungsional E(ialam bidang kearsipan dinamis, sebagaimana dikmaksud

dalam ketentuan peraturan ini.

. Proses 1nthra31 /migrasi data dari aplikasi lama ke SRIKANDI

diharapkani dilaksanakan secara seksama, cepat, tepat, lengkap dan
mudabh, selglingga pemanfaatan SRIKANDI dapat segera dimanfaatkan
oleh instansi penggunanya. |
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7. Selama SRIIE{ANDI belum dapat dimanfaatkan karena dalam proses
persiapan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dapat tetap
memanfaa’tké;m aplikasi yang ada untuk kemudahan Ilayanan

pemerintah :daerah dengan baik paling lambat sampai dengan 31

Desember 20:23.
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